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Abstract: This study aims to analyze the policy implementation of DKI Jakarta Governor Regulation Number 128
of 2019 related to the provision of special bicycle lanes in DKI Jakarta and the factors that influence it. This
research is a type of empirical legal research, which examines the implementation of applicable legal regulations
and their impact on society. The method used is descriptive with a qualitative approach. The results of this study
were analyzed through data reduction, presentation of analysis results in the form of narratives and conclusion
making. The implementation of DKI Jakarta Governor Regulation Number 128 of 2019 on the implementation of
special bicycle lanes in DKI Jakarta is carried out by the DKI Jakarta Provincial Transportation Agency through
the installation of traffic signs and markings for special bicycle lanes, as well as socialization efforts. However,
in its implementation, there are several factors that play a role in difficulties and challenges. These factors include
the lack of effective socialization by law enforcement officials, low public awareness and legal compliance with
the rules of the special bicycle lane, and the indecisiveness of law enforcement by law enforcement officials
against violations of these rules. Seeing that violations still occur due to the lack of strict law enforcement by law
enforcement officials, it is recommended to make maximum efforts to increase compliance to the bicycle lane
regulations. This aims to create a safe environment for bicycle lane users and improve traffic order in DKI
Jakarta. Thus, the implementation of this regulation is expected to run more effectively and provide greater
benefits to the community.
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Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Peraturan Gubernur DKI Jakarta
Nomor 128 Tahun 2019 terkait penyediaan lajur khusus sepeda di DKI Jakarta dan faktor-faktor yang
mempengaruhinya. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris, yang mengkaji implementasi
peraturan hukum yang berlaku dan dampaknya pada masyarakat. Metode yang digunakan adalah deskriptif
dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini dianalisis melalui reduksi data, penyajian hasil analisis dalam
bentuk narasi dan pengambilan kesimpulan. Implementasi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 128 Tahun
2019 pada penerapan lajur khusus sepeda di DKI Jakarta dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
melalui pemasangan rambu lalu lintas dan marka lajur khusus sepeda, serta upaya sosialisasi. Namun, dalam
implementasinya, terdapat beberapa faktor yang berperan dalam kesulitan dan tantangan. Faktor-faktor tersebut
antara lain minimnya sosialisasi yang efektif oleh aparat penegak hukum, rendahnya kesadaran dan kepatuhan
hukum masyarakat terhadap aturan jalur khusus sepeda, serta ketidaktegasan penegakan hukum oleh aparat
penegak hukum terhadap pelanggaran aturan tersebut. Melihat bahwa pelanggaran masih terjadi karena kurangnya
penegakan hukum yang tegas oleh aparat penegak hukum, disarankan untuk melakukan upaya yang lebih
maksimal guna meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan jalur khusus sepeda. Hal ini bertujuan untuk
menciptakan lingkungan yang aman bagi pengguna jalur khusus sepeda serta meningkatkan ketertiban dalam
berlalu lintas di DKI Jakarta. Dengan demikian, implementasi peraturan ini diharapkan dapat berjalan lebih efektif
dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat
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PENDAHULUAN

Di Indonesia fasilitas pesepeda merupakan bagian dari perlengkapan jalan. UU No. 22
Tahun 2009 dan PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan, keduanya memuat ketentuan mengenai
keharusan menyediakan fasilitas berupa lajur atau jalur sepeda. Dalam Pasal 25 ayat (1) huruf
g UU No. 22 Tahun 2009 menjelaskan setiap jalur yang digunakan untuk lalu lintas kendaraan
wajib terdapat lajur khusus sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat.

Peningkatan jumlah penduduk di DKI Jakarta memiliki dampak yang signifikan
terhadap pembangunan sarana dan prasarana transportasi umum Yyang diperlukan dalam
menyelesaikan persoalan kemacetan di Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah
mengubah pendekatan kebijakan transportasi dari yang sebelumnya berorientasi pada
kendaraan pribadi (Car Oriented) menjadi berorientasi pada transportasi umum (Transit
Oriented). Hal ini dilakukan dalam upaya untuk menciptakan kota Jakarta yang berfokus pada
sistem transportasi berbasis transit, sekaligus sebagai upaya untuk menjaga lingkungan dengan
memperbaiki sarana dan prasarana Transportasi Publik. Salah satu langkah yang diambil
adalah menyediakan jalur khusus bagi pengguna sepeda.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah membuat rancangan pengembangan transportasi
di DKl Jakarta, Dalam rancangan tersebut terdapat Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW)
DKI 2030, salah satu poinnya berisi upaya pengembangan transportasi berfokus pada promosi
penggunaan angkutan umum, pengembangan fasilitas park and ride serta jalur sepeda. Tujuan
dari jalur khusus sepeda adalah mendorong masyarakat untuk menggunakan jaringan jalan
yang lebih terbatas dan mempromosikan penggunaan fasilitas bagi pejalan kaki dan pesepeda
serta mengurangi polusi.

Berdasarkan observasi awal, inisiatif penggunaan sepeda sebagai kendaraan ramah
lingkungan di Jakarta telah dimulai oleh komunitas yang menganut gaya hidup yang peduli
terhadap lingkungan, seperti komunitas B2W (Bike to Work). Biaya operasional sepeda yang
rendah, kemampuannya untuk mengurangi waktu lalu lintas, dan kemampuan bermanuver di
antara mobil-mobil lain merupakan beberapa faktor yang membuat sepeda menjadi salah satu
pilihan utama bagi banyak orang. Namun demikian, wilayah perkotaan saat ini tidak memiliki
tempat parkir sepeda dan jalur sepeda. Pengendara sepeda berada dalam bahaya cedera karena
mereka harus berbagi jalan dengan mobil tanpa adanya pemisahan jalur yang jelas. Akibatnya,
beberapa zona pejalan kaki diubah menjadi jalur sepeda, sehingga membahayakan keselamatan
pejalan kaki.

Menurut Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 128 Tahun 2019 tentang Penyediaan

Lajur Sepeda, Pasal 2 menyebutkan dengan jelas bahwa lajur sepeda adalah tempat khusus
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yang diperuntukkan bagi berbagai jenis kendaraan seperti sepeda, sepeda listrik, otopet, skuter,
hoverboard, dan unicycle. Sementara itu, Pasal 3 dari peraturan tersebut menguraikan
konsekuensi pelanggaran terhadap marka jalan dan rambu lalu lintas di lajur sepeda, sesuai
dengan definisi yang diberikan pada Pasal 1 ayat (1). Pelanggaran tersebut diancam dengan
sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sehingga dapat terlihat bahwa Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 128 Tahun 2019
ini memiliki ketentuan yang jelas mengenai penggunaan lajur sepeda dan sanksi bagi
pelanggarannya, dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban dan keselamatan dalam mobilitas
para pengguna sepeda dan kendaraan sejenisnya di wilayah DKI Jakarta. Namun, kenyataannya
menunjukkan bahwa implementasi dari regulasi tersebut tidak sesuai dengan harapan. Masih
terdapat pelanggaran yang terjadi di lajur sepeda, dan sanksi terhadap pelanggaran tersebut
belum diterapkan secara konsisten. Hal ini menciptakan situasi di mana aturan yang telah
ditetapkan untuk menjaga ketertiban dan keselamatan di lajur sepeda belum sepenuhnya
terlaksana dengan efektif. Kendala yang masih terjadi seperti meningkatnya angka kemacetan,
meningkatnya kasus kecelakaan pengguna sepeda, serta meningkatnya angka pelanggaran pada
lajur sepeda karena kurangnya konsistensi dalam penegakan kebijakan dan kebutuhan akan
kerjasama antara pemerintah dan masyarakat untuk memastikan keberlanjutan penggunaan
lajur sepeda.

Berdasarkan permasalahan tersebut, pada penelitian ini bertujuan mengkaji lebih dalam
mengenai implementasi kebijakan penyediaan lajur khusus sepeda di DKI Jakarta. Dalam

penelitian ini, subjek yang diteliti adalah lajur khusus sepeda di DKI Jakarta.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Penelitian
menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode mengumpulkan data
menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian ini
berjumlah 15 orang yang meliputi Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan Dinas Perhubungan Prov.
DKI Jakarta, Staff Seksi Rekayasa Lalu Lintas Jalan bidang Lalu Lintas Jalan Dinas
Perhubungan Prov. DKI Jakarta dan Masyarakat (Komunitas Sepeda Kawan Liar). Teknik
pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling. Teknik analisis data dalam
penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model analisis interaktif dan meninjau

berdasarkan teori Implementasi kebijakan yang dicetuskan oleh Edward IlI.
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan jalur khusus sepeda tidak
disambut dengan baik oleh seluruh masyarakat di DKI Jakarta. Hal ini ditunjukkan oleh fakta
bahwa banyak orang yang masih percaya bahwa faktor sosio-psikologis yang sulit diubah
sehingga mempengaruhi kebiasaan penggunaan sepeda. Mengendarai sepeda dianggap kurang
sesuai dengan kondisi cuaca, yang mengakibatkan pengguna menjadi berkeringat atau basah
kuyup karena hujan serta fasilitas yang diberikan pemerintah belum cukup merata. Oleh karena
itu, bersepeda lebih sering diasosiasikan dengan kegiatan olahraga atau rekreasi, bukan sebagai
sarana transportasi sehari-hari.

Hasil penelitian ini dikaji berdasarkan teori implementasi kebijakan dari Edward Il11.
Teori Edward menyatakan bahwa terdapat empat indikator penting yaitu komunikasi, sumber
daya, disposisi, dan struktur birokrasi yang diperlukan untuk implementasi kebijakan yang
sukses. Berikut uraian hasil penelitian terkait dengan implementasi kebijakan jalur khusus
sepeda di DKI Jakarta, menurut Edward I11.

Komunikasi

Berdasarkan hasil penelitian bersama informan selaku pelaksana kebijakan ditemukan
bahwa proses komunikasi yang terjadi dalam implementasi kebijakan pengadaan jalur khusus
sepeda di DK Jakarta belum berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan penyampaian informasi
belum merata kepada pegawai untuk melakukan sosialisasi terhadap masyarakat. Masih
ditemukan beberapa hambatan pada implementasi kebijakan tersebut terutama karena
minimnya pengetahuan pegawai dan masyarakat. Namun, pihak Dishub telah berupaya
melakukan sosialisasi kepada beberapa masyarakat dan terus berupaya untuk meningkatkan
sarana jalur sepeda. Hal ini dapat dijadikan alasan agar masyarakat membiasakan dalam
menggunakan transportasi yang ramah lingkungan.

Sementara, mengenai masyarakat terkait informasi sosialisasi mengenai Peraturan
Gubernur Nomor 128 Tahun 2019 ditemukan bahwa kurangnya sosialisasi dan edukasi kepada
masyarakat terkait kebijakan jalur khusus sepeda menjadi faktor utama masyarakat masih
melakukan pelanggaran. Apabila kurangnya pengetahuan tentang kebijakan tersebut, maka
akan sulit bagi pemerintah untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut.

Hasil observasi dari sisi transmisi atau penyaluran dalam hal ini komunikasi secara
langsung belum berjalan dengan baik. Masih ada kendala penyampaian informasi kepada pihak
pegawai dan masyarakat. Pada sisi kejelasan kebijakan dan informasi itu sendiri sudah
dirasakan oleh pelaksana implementasi dengan adanya aturan-aturan yang mengacu untuk

dilaksanakan implementasi tersebut. Namun memang perkembangan jalur sepeda terus
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berproses mengikuti perkembangan sehingga memang perlu pembaharuan wawasan pada
pegawai dan masyarakat. Pada sisi konsistensi bisa dikatakan belum berjalan baik. Hal itu
karena menyesuaikan ketersediaan anggaran sehingga mempengaruhi pelaksanaan kebijakan
tersebut.

Keberhasilan pelaksanaan kebijakan sangat dipengaruhi oleh komunikasi. Hal ini
berkaitan dengan bagaimana para pengambil keputusan yang membuat kebijakan terlibat
dengan mereka yang melaksanakannya serta korespondensi antara kelompok-kelompok
sasaran dan mereka yang mengimplementasikan kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian diatas
jika dikaitkan dengan teori Edward 111 dapat simpulkan bahwa indikator komunikasi dikatakan
belum cukup baik. Hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi dan edukasi yang dilakukan serta
kejelasan dan konsistensi kebijakan dari pihak Dishub menjadi hambatan bagi masyarakat
untuk mengetahui informasi kebijakan tersebut.

Sumber Daya

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan selaku pelaksana, dapat terlihat bahwa
ketersediaan SDM dalam hal penanganan masalah kebijakan lajur khusus sepeda di DKI
Jakarta dianggap masih belum memadai. Hal ini karena membebani pekerjaan diluar
kemampuan yang berdampak pada pelaksanaan kebijakan menjadi kurang efektif. Untuk itu
Dishub perlu mengoptimalkan kinerja dengan menambah SDM yang kompeten sesuai
bidangnya sehingga implementasi kebijakan dapat berjalan baik dan dapat mencapai tujuan
yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu, masyarakat juga menyatakan bahwa mereka
belum mengetahui secara jelas bagaimana petunjuk pelaksana kebijakan jalur khusus sepeda.
Pelaksanaan kebijakan jalur khusus sepeda ini akan sangat efektif apabila masyarakat juga
mengetahui proses petunjuk pelaksanaan kebijakan tersebut.

Hasil observasi terkait sumber daya ialah informasi yang disampaikan terkait
penggunaan lajur sepeda belum optimal. Hal ini disebabkan karena perkembangan lajur sepeda
bersifat dinamis sehingga sangat diperlukan sosialisasi pembaharuan wawasan pada pegawai.
Pada pembagian wewenang telah cukup baik dan bisa dikatakan telah jelas. Namun, kurangnya
SDM mempengaruhi implementasi kebijakan menjadi kurang optimal. Dari segi fasilitas, baik
sarana dan prasarana pada dasarnya sudah cukup memadai dan mendukung pelaksanaan
implementasi kebijakan ini. Namun, memang masih ada beberapa titik lokasi yang belum
terpenuhi dari segi fasilitas sarana dan prasarananya.

Instruksi untuk melaksanakan kebijakan dapat ditulis dengan cermat, jelas, dan
konsisten. Namun, implementasi kemungkinan besar akan gagal jika mereka yang ditugaskan

untuk melaksanakan kebijakan tersebut tidak memiliki sumber daya yang dibutuhkan. Untuk
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alasan ini, sangat penting memiliki SDM yang berkualitas. Berdasarkan hasil penelitian diatas
jika dikaitkan dengan teori Edward Il dapat simpulkan bahwa indikator sumber daya dapat
dikatakan belum memadai, sebab kurangnya SDM mempengaruhi evaluasi dan monitoring
terhadap kebijakan tersebut.

Disposisi (Sikap Birokrasi atau Pelaksana)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan selaku pelaksana dalam implementasi
kebijakan pengadaan jalur khusus sepeda di DKI Jakarta terkait sikap pelaksana, kemauan dan
kesungguhan para pelaksana dalam melakukan implementasi kebijakan pengadaan jalur
khusus sepeda di DKI Jakarta dinilai sudah cukup baik. Namun, perlunya peningkatan
sosialisasi terhadap pemahaman para pegawai untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut.
Cara implementasi kebijakan terkait jalur sepeda akan dipengaruhi oleh karakter atau pola pikir
para pelaksana yang disiplin dan baik. Mereka terus berusaha mencari solusi meskipun terdapat
berbagai kekurangan dan hambatan, seperti penggunaan jalur khusus untuk membantu
pelaksanaan program secara efisien. Selain itu, masyarakat sebagai sasaran kebijakan ini
menyatakan bahwa masyarakat cukup puas dengan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah
terkait jalur khusus sepeda. Tetapi masyarakat juga meminta agar pengawasan pada jalur
tersebut diperketat, supaya jalur sepeda bisa berfungsi secara optimal dan kebijakan tersebut
bisa diimplementasikan dengan baik.

Hasil observasi terkait sikap pelaksana perlunya sikap pelaksana yang disiplin dalam
menangani kebijakan tersebut. Hal ini bisa dimulai dari adanya pemantauan secara berkala dan
terjadwal serta besikap tegas pada saat terjadinya pelanggaran di lapangan. Hal ini karena
Karena bila sikap pelaksana tidak sejalan dengan kebijakan penyediaan jalur sepeda di DKI
Jakarta, maka akan menimbulkan permasalahan dalam implementasi.

Salah satu aspek dari implementasi kebijakan yang memiliki pengaruh adalah pola
pikir para pelaksana kebijakan. Kemampuan suatu kebijakan untuk berhasil diimplementasikan
tergantung pada kesediaan para pelaksana kebijakan untuk menerima dan melaksanakan arahan
tanpa menggunakan paksaan. Namun, keadaan akan berubah jika para pelaksana kebijakan
memiliki mentalitas yang berbeda atau tidak setuju dengan gagasan inti suatu program.
Berdasarkan hasil penelitian diatas jika dikaitkan dengan teori Edward Ill dapat simpulkan
bahwa indikator disposisi (sikap pelaksana) dapat dikatakan belum optimal, sebab kurangnya
pemantauan dan ketegasan terkait pelanggaran terhadap jalur sepeda. Maka Dinas
Perhubungan harus bersikap tegas terkait kebijakan ini agar bisa mencapai tujuan kebijakan

yang sebenarnya.
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Struktur Birokrasi

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan sebagai pelaksana kebijakan dapat
disimpulkan bahwa dalam implementasi kebijakan pengadaan jalur khusus sepeda ini Dinas
Perhubungan memiliki acuan atau SOP yang berlaku. Struktur organisasi Dinas Perhubungan
DKI Jakarta sangat jelas menunjukkan bagaimana kegiatan kerja dibagi-bagi satu sama lain,
sehingga membatasi keterkaitan antara fungsi dan kegiatan. Sedangkan di Dinas Perhubungan,
kelompok kerja dengan tanggung jawab dan peran utama yang terkait dengan kebijakan
dibentuk untuk mengelola pengadaan jalur khusus sepeda di DKI Jakarta.

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa meskipun telah memiliki SOP yang dibuat,
tetapi dasar pekerjaan yang dilakukan kembali pada visi misi pimpinan yang menjabat atau
wewenang pimpinan. Selain itu, masyarakat yang merupakan sasaran dari kebijakan ini
menyatakan bahwa mereka hanya mengetahui beberapa orang pelaksananya saja yang biasa
mereka temui di social media. Mereka hanya mengetahui bahwa kebijakan tersebut di
wewenangi oleh Dishub.

Dari hasil observasi dapat disimpulkan bahwa meskipun pada pelaksanaannya sudah
terdapat SOP. Tetapi, pekerjaan yang dilakukan tergantung kepada wewenang pimpinan yang
menjabat. Pembuat kebijakan harus menyikapi hal tersebut dengan menyesuaikan pada
prioritas kebijakan saat ini.

Salah satu komponen yang secara khusus diciptakan untuk mengimplementasikan
sebuah kebijakan adalah birokrasi. Edward Il mengidentifikasi dua ciri utama birokrasi:
fragmentasi dan prosedur operasi standar (SOP).

SOP memungkinkan dapat mempersulit penerapan kebijakan jalur sepeda yang
dinamis, yang membutuhkan perekrutan anggota staf baru atau menemukan cara baru untuk
beroperasi. SOP mempersulit implementasi ketika sebuah kebijakan membutuhkan
penyesuaian terhadap prosedur operasi standar organisasi. Namun demikian, SOP memberikan
keuntungan bahwa Dinas Perhubungan dapat beradaptasi dengan tugas-tugas baru dan
memiliki prosedur perencanaan dan kontrol yang solid sesuai dengan kebijakan penyediaan
jalur khusus sepeda. Meskipun disederhanakan, SOP kebijakan penyediaan jalur khusus sepeda
tidak akan menyulitkan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas implementasi kebijakan
untuk melaksanakan kebijakan tersebut tanpa mengurangi tujuan utamanya.

Fragmentasi adalah ciri utama kedua dari birokrasi. Pembagian kerja dalam
penyelesaian tugas-tugas yang melibatkan unit-unit di luar organisasi dikenal sebagai
fragmentasi. Upaya untuk menghambat koordinasi adalah hasil negatif dari fragmentasi

birokrasi. Struktur pemerintah yang terfragmentasi membuat hambatan ini semakin sulit diatasi
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karena semakin banyak koordinasi yang diperlukan untuk mengimplementasikan sebuah
program, semakin kecil kemungkinannya untuk berhasil. Diyakini bahwa terdapat pembagian
kerja yang cukup solid untuk pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan tanpa adanya tumpang

tindih peran dan perincian tugas yang menyeluruh dalam implementasi kebijakan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Sebagaimana pada hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan implementasi
penyediaan lajur khusus sepeda di DKI Jakarta dalam upaya rancangan pengembangan
transportasi di DKI Jakarta belum berhasil meningkatkan keselamatan dan keamanan pengguna
sepeda serta pejalan kaki dan masih tingginya angka pelanggaran terhadap kebijakan tersebut.
Hal ini sebagaimana yang dimaksud dari Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 128 Tahun
2019.

Dari keempat indikator penelitian yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap
pelaksana) dan struktur birokrasi. Dari keempat indikator tersebut dinilai bahwa pada indikator
komunikasi menunjukkan belum terjalin komunikasi yang baik antara pemerintah dan
masyarakat. Lalu pada indikator sumber daya menunjukkan perlu diperhatikan adalah jumlah
SDM. Kemudian pada indikator disposisi (sikap pelaksana), meskipun Dishub memiliki
komitmen yang tinggi pada kebijakan ini. namun sikap pemerintah juga dapat berubah seiring
dengan dukungan dari pimpinan, perubahan kebutuhan dan tuntuntan masyarakat. Terakhir,
pada indikator sturuktur birokrasi menunjukkan bahwa diperlukan perhatian lebih terakit

pemantauan dan evaluasi terkait kebijakan jalur sepeda.
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